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ABSTRAK 
 
Sengketa jual beli atas kepemilikan tanah banyak terjadi. Sertifikat yang 
didapatkan atas hasil jual-beli tanah tersebut sejatinya memiliki kedudukan hukum 
sebagai alat bukti, namun keabsahan sertipikat atas Hak tanah tersebut yang sering 
menjadi sengketa tanah pada jual beli. Maka Sistem pemblokiran tanah dan 
penyitaan tanah diterapkan untuk sebuah tanah yang sedang disengketakan. 
Mengantisipasi persoalan yang terjadi, pemerintah kemudian menetapkan 
kebijakan berupa penyitaan dan pemblokiran tanah dengan maksud untuk 
memberikan jaminan atas kepemilikan tanah melalui Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Blokir dan Sita.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Pembeli 
Terhadap Sistem Blokir, (2) Mengetahui Penyelesaian Sistem Blokir. Jenis 
Penelitian adalah deskriptif – preskriptif pendekatan yang digunakan teknik 
pengumpulan datanya melalui metode pendekatan perundang-undangan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembeli beritikad baik telah diatur 
dalam Yurisprudensi MA tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980, 
menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan 
hukum. Pembeli yang beritikad baik yang dimaksud ialah apabila telah memenuhi 
syarat materiil dan syarat formal pada saat melakukan peralihan jual beli tanah 
maka terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut, ia selalu mendapat 
perlindungan hukum karena dianggap telah memenuhi syarat sahnya jual beli. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
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ABSTRACT 
 
Sales and purchase disputes over land ownership are common. The 
certificate obtained from the sale of the land actually has a legal position as 
evidence, but the legality of the certificate of land rights is often a land dispute in 
the sale and purchase. So the system of land blocking and land confiscation is 
applied to a land that is being disputed. Anticipating problems that occur, the 
government then established a policy in the form of confiscation and blocking of 
land with a view to providing guarantees for land ownership through the Minister 
of Agrarian Regulation and Spatial Planning / Head of the National Land Agency 
Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Confiscating. 
This study aims to: (1) Describe the Buyer Legal Protection of the Blocking 
System, (2) Determine the Completion of the Blocking System. This type of 
research is descriptive - prescriptive approach used to collect data through the 
method of legislation approach. 
The results of this study indicate that buyers in good faith have been 
regulated in the MA Jurisprudence dated March 29, 1982 Number 1230 K / Sip / 
1980, asserting that buyers in good faith must receive legal protection. The buyer 
in good faith in question is if he has fulfilled the material requirements and formal 
conditions when making the sale and purchase of land, then the legal act of 
buying and selling, he always gets legal protection because it is deemed to have 
fulfilled the legal requirements of buying and selling. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegentingan dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di 
Indonesia kemudian menempatkan tanah sebagai sebuah obyek yang sangat 
bernilai ekonomi, alhasil nilai jual dari tanah semakin meningkat. Menanggapi 
persoalan ini, maka pemerintah melalui ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Agraria berlakulah sebuah kebijakan yang mengharuskan 
masyarakat untuk ikut aktif dalam mendaftarkan tanah yang ia miliki.1 Hasil 
akhir dari pendaftaran tanah yakni sertifitkat sebagai bukti kepemilikan yang 
akan diberikan kepada pihak pendaftar.2 Pemberian sertifikat tersebut 
memberikan sircherkeit des rechts selbst (kepastian hukum) kepada seorang 
masyarakat akan kepemilikan sebidang tanah sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1997.3 Beberapa kasus yang terjadi 
telah memberikan sebuah bukti bahwa sertifikat sebagi bukti Hak masih 
menjadi permasalahan. Perlindungan hukum pembeli yang beritikad baik 
belum maksimal. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual 
beli hak atas tanah harus memiliki kelengkapan formil salah satunya berupa 
                                                 
1 Cahriyah Halolo, 2015, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Hal 
Dilakukannya Pencatatan Blokir Dan Sita Pada Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor 
Pertanahan Kota Medan”, Premise Law Journal, Universitas Sumatera Utara (USU), hal. 1 
2 Chintiya Agnisya Putri, et.all, 2018, “Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan 
Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah” 
3 Andi Hartanto, 2014, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang belum terdaftar Hak 
Atas Tanahnya,Surabaya hal. 34. 
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bukti kepemilikan tanah yakni dibuktikan dengan sertipikat. Fenomena 
sertifikat ganda dan sengketa jual diatas jual atas kepemilikan tanah banyak 
terjadi. Sertifikat yang didapatkan atas hasil jual-beli tanah tersebut sejatinya 
memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti,4 namun keabsahan sertipikat 
atas Hak tanah tersebut yang sering menjadi sengketa tanah pada jual beli, 
apakah dengan lahirnya peraturan terbaru agraria tentang sita dan blokir 
mampu menjadi pembaharuan dalam hukum agraria dalam menyelesaikan 
sengketa tahap awal diluar pengadilan sehingga sengketa tidak meluas? 
Pertanyaan tersebut yang akan menjadi arah penulisan jurnal ini. 
Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa 
Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan 
abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Namun, kata „dikuasai‟ dalam 
Pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya.Pada 
penjelasan umum UUPA Tahun 1960, dinyatakan bahwa negara (pemerintah) 
hanya menguasai tanah.Pengertian tanah “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, 
tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi 
kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA 
bahwa kewenangan negara adalah:  
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah 
atau pemeliharaannya.  
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 
bumi, air dan ruang angkasa itu.  
                                                 
4 Adrian Sutedi, 2014, Sertifikat Hak Atas tanah ,Jakarta hal. 2. 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.  
Hukum agraria  memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi 
bumi,air dan ruang angkasa sebagaiyang dimaksudkan di atas dan harus sesuai 
pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi keperluannya 
menurut permintaan zaman dalam segala soal tentang agrarian. Lain dari itu 
hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada azas 
kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa yaitu keTuhanan Yang Maha Esa, 
Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial serta 
khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 
Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Perlindungan 
hukum merupakan sebuah wacana yang dipropagandakan dengan maksud 
untuk menjamin hak seseorang.5 Lazimnya, sistem pemblokiran tanah dan 
penyitaan tanah diterapkan untuk sebuah tanah yang sedang disengketakan.6 
Iwan menjelaskan bahwa konteks sengketa tanah juga dapat dikarenakan 
adanya permasalahan kepemilikan tanah secara ganda yang dibuktikan dengan 
sertifikat.7 Mengantisipasi persoalan yang terjadi, pemerintah kemudian 
menetapkan kebijakan berupa penyitaan dan pemblokiran tanah dengan 
maksud untuk memberikan jaminan atas kepemilikan tanah melalui Peraturan 
                                                 
5 Iwan Permadi, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda 
Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, Jurnal Yustitia, Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 5, Nomor 2, hal. 447 
6 Iwan Permadi, ibid, hal. 458. 
7 Iwan Parmadi, ibid. 
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Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (untuk selanjutnya disebut 
Permenag 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita). Secara konseptual, blokir 
dan sita tanah merupakan sebuah istilah sah yang digunakan untuk 
mengindikasikan aktifitas pemblokiran dan penyitaan tanah di wilayah 
Republik Indonesia. berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 
untuk untuk mengambil judul : “PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI 
TERHADAP SISTEM BLOKIR MENURUT PERATURAN MENTERI 
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN 
NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
BLOKIR DAN SITA”.  
B. Rumusan Masalah 
Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan 
yang telah ditetapkan dan disamping itu karena keterbatasan waktu dan 
kemampuan penulis, maka ruang lingkup pembahasan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Atas 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita  ? 
2. Bagaiman Penyelesaian Sistem Blokir atas Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Blokir dan Sita ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan ruang lingkup pembahasan masalah, maka tujuan yang hendak 
dicapai sebagai berikut : 
1. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem 
Blokir Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan 
Sita. 
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sistem Blokir atas Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis.  
Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang 
karya ilmiah, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 
dalam ilmu agraria, terkait dengan Sistem Blokir dan Sita untuk Melindungi 
Hak Pembeli Beritikad Baik. 
2. Kegunaan Praktis.  
Untuk memberikan masukkan kepada masyarakat pada umumnya tentang 
Sistem Blokir dan Sita  untuk Melindungi Hak Pembeli Beritikad Baik. 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam 
penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut: 
1. Benedictus Wisnu H. H. (2015), Pelaksanaan Blokir Terhadap Sengketa  
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Pertanahan pada Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta8 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan blokir terhadap 
sengketa pertanahan pada pendaftaran tanah didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya merupaka tugas 
dan wewenang dari Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah, khususnya 
Sub Seksi Pendaftaran Hak. Selain itu, bila perlu Sub Seksi Pendaftaran 
Hak dapat dibantu oleh Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara. Pada 
pelaksanaannya, telah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota 
Yogyakarta dengan cukup baik, tetapi pada penerapannya terdapat 
beberapa kebijakan yang berbeda. Pelaksanaan blokir terhadap sengketa 
pertanahan pada pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota 
Yogyakarta, mendapatkan kendala-kendala dari para pemohon blokir dan 
kendala dari internal Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Adapun 
kendala-kendala dari para pemohon blokir adalah banyaknya pemohon 
blokir yang belum paham terhadap persyaratan pengajuan permohonan 
pencatatan blokir di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan terhadap 
status tanah apa saja yang dapat dilakukan pemblokiran. Upaya yang 
dapat dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah menjelaskan 
                                                 
8 Benedictus Wisnu H. H., 2015, Pelaksanaan Blokir Terhadap Sengketa Pertanahan pada 
Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Skripsi Jurusan Hukum fakultas 
Hukum, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta. 
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kepada pemohon blokir atau kuasanya baik secara lisan atau tertulis, 
mengenai persyaratan permohonan blokir dan terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan blokir. Sedangkan kendala-kendala dari internal Kantor 
Pertanahan Kota Yogyakarta adalah banyaknya tugas yang harus 
dikerjakan oleh Sub Seksi Pendaftaran Hak, sehingga segala pengurusan 
mengenai blokir membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya yang 
dapat dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah 
memaksimalkan waktu dalam bekerja. Selain itu banyak pencatatan 
blokir yang tidak terpantau karena sudah tercatat bertahun-tahun, oleh 
karena itu Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meminta masyarakat 
untuk pro-aktif melakukan pengecekan sertipikat. 
2. Annisya Oktari (2016), Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas 
Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.9 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan 
pemblokiran sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman dijalankan dengan cukup baik walaupun dalam penerapannya 
terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dengan PP No. 24 Tahun 1997 
dan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pertama, pemblokiran tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, hanya dapat dilaksanakan 
terhadap tanah yang sudah bersertipikat (berdasarkan Pasal 126 
PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997). Kedua, Sertipikat tanah yang sudah 
terblokir pada praktiknya tidak dapat hapus dengan sendirinya dalam 30 
                                                 
9 Annisya Oktari, 2016, Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman, Tensis Jurusan Hukum, fakultas Kenotariatan, Universitas Gajah 
Mada: Yogyakarta. 
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(tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) dan (4) 
PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Ketiga, Pelaksanaan blokir tanah 
terhadap tanah yang disita dalam rangka penyidikan dan penuntutan 
berbeda dengan pelaksanaan blokir sertipikat hak atas tanah terhadap 
tanah yang dijadikan obyek gugatan. Keempat, Pelaksanaan pemblokiran 
sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 
disebabkan oleh beberapa faktor baik menurut ketentuan Pasal 126 dan 
127 PMNA/ Ka. BPN No 3 Tahun 1997 maupun diluar ketentuan 
tersebut. 
3. Lutfina Thalita Ericha Zainsa (2016), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota 
Makasar.10  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada 
diatur mengenai perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah 
dalam hal dilakukan pencatatan blokir dan sita pada sertipikat hak atas 
tanah oleh Kantor Pertanahan. Pemblokiran sertipikat oleh Kantor 
Pertanahan dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang 
berkepentingan dan harus melalui prosedur yang telah diatur dalam 
Peraturan   Kepala  Badan Pertanahan  Nasional   Nomor  1  Tahun 2010  
                                                 
10 Lutfina Thalita Ericha Zainsa 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sertipikat Hak 
Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan, Skrpsi Jurusan Hukum fakultas ilmu hukum Universitas 
Hasanuddin: Makasar. 
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tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPOPP). 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian  yuridis normatif yakni penelitian 
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Norma yang dimaksud adalah cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan 
data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah 
hukum dan sistematika hukum putusan pengadilan, perjanjian dan badan 
hukum lainnya. 
2. Pendekatan Penelitian 
Didalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh 
penulis adalah kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder dan metode pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) yaitu suatu metode yang menggunakan perundang-
undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah penelitian sebagai dasar atau landasan untuk melakukan analisis 
permasalahan hukum dan sebagai pelengkap peneliti juga melakukan 
pengamatan empiris. Metode pendekatan perundang-undangan merupakan 
sebuah konsep yang mengidentifikasikan hukum dengan norma tertulis yang 
dibuat oleh yang berwenang yang berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan. 
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3. Sumber Data 
Bahan utama dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang 
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi sebagai sumber 
pertama. Data sekunder yaitu data yang di dapat dari sumber kedua, yaitu 
data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data 
primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan  
pribadi, disertasi atau tesis, dan dokumen resmi.  
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang 
mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan perundang-
undangan.Bahan – bahan hukum primer tersebut bersumber pada peraturan 
perundang – undangan dan bahan baku sekunder bersumber pada buku, 
jurnal, teori, artikel ilmiah. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 
primer yang diperoleh  dengan cara melakukan studi dokumen dan studi 
kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari atau membedah buku – buku 
dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pokok 
materi yang diteliti. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 
kualifikasi dan generalisasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan 
analisis hukum, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini 
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berdasarkan teori-teori ilmu hukum dan hukum positif untuk memperoleh 
preskripsi (solusi) terhadap permasalahan hukum.  
G. Sistematika Penelitian 
Hasil penelitian ini penulis susun menjadi empat (4) bab dimana masing-
masing bab penulis uraikan dalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan.  
Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah,    Rumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual 
Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai : Pengertian Hukum Agraria dan 
Hukum Tanah,Sengketa Tanah, Sistem Blokir dan Sita, Perlindungan Pembeli 
yang beritikad baik. 
Bab III Penelitian dan Pembahasan.  
Dalam hal ini penulis membahas permasalahan tentang:  
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Atas 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita   
2. Bagaiman Penyelesaian Sistem Blokir atas Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Blokir dan Sita  
Bab IV  Kesimpulan dan Saran.  
Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah 
1. Pengertian Hukum Agraria 
Boedi Harsono membedakan pengertian agraria dalam tiga 
perspektif, yakni arti agraria dalam arti umum, Administrasi Pemerintahan 
dan pengertian agraria berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.11 
Pertama dalam perspektif umum, agraria berasal dari bahasa Latin ager yang 
berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, 
pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua 
Cetakan Ketiga, Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga 
urusan pemilikan tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa Inggris 
agrarian selalu dairtikan dengan tanah dan dihubungakan dengan usaha 
pertanian. Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk 
menunjuk kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih 
meratakan penguasaan dan pemilikannya. Di Indonesia sebutan agraria di 
lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah 
pertanian maupun non pertanian.Tetapi Agrarisch Recht atau Hukum 
Agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat 
peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi 
                                                 
11 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 
cetakan ketujuh belas, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008, hal 5. 
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penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. Maka 
perangkat hukum tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi 
negara. 
Sebutan agrarische wet, agrarische besluit, agrarische inspectie pada 
departemen Van Binnenlandsche Bestuur, agrarische regelingan dalam 
himpunan Engelbrecht, bagian agraria pada kementerian dalam negeri, 
menteri agraria, kementerian agraira, departemen agraria, menteri pertanian 
dan agraria, departemen pertanian dan agraria, direktur jenderak agraria, 
direktorat jenderal agraria pada departemen dalam negeri, semuanya 
menunjukan pengertian demikian. 
Dalam tahun 1988 Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan 
Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, yang sebagai Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan 
mengembangkan administrasi pertanahan. Pemakaian sebutan pertanahan 
sebagai nama badan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi lingkup 
tugas dan kewenangan yang sebelumnya ada pada departemen dan 
direktorat jenderal agraria. Sebaliknya justru memberikan kejelasan dan 
penegasan mengenai lingkup pengertian agraria yang dipakai di lingkungan 
administrasi pemerintahan. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik 
tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan 
maupun air laut. 
Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud 
dengan hukum agraria, antara lain beberapa disebutkan di bawah ini. 
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Subekti, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan yang hukum perdata, 
tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan 
bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur 
pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.12 
E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian 
dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan 
hukum antara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat 
yang bertugas mengurus masalah agraria.13 
Daripada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran Hukum 
Agraria meliputi : bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya 
alam. Oleh karenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA memiliki 
pengertian hukum agraria dalam arti luas, yang merupakan suatu kelompok 
berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber 
daya alam yang meliputi : 
1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas 
tanah  dalam arti permukaan bumi; 
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; 
3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-
bahan  galian  yang  dimaksudkan  oleh    undang-undang   pokok  
pertambangan; 
                                                 
12 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi, Dan Pelaksaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan,2005, hal 5 
13 Ibid., hal. 15 
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4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan 
alam yang terkandung di dalam air; 
5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan 
dan hasil hutan; 
6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa 
(bukan space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-
unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA. 
Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit, hanya mencakup 
Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak 
penguasaan atas tanah. Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai 
dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, adalah permukaan tanah, yang dalam 
penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2), meliputi tubuh bumi, air dan 
ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas 
menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang lebih tinggi. 
2. Hukum Tanah. 
Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi 
paling luar berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah 
di sini buakan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya 
mengatur salah satu aspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut 
dengan hak-hak penguasaan atas tanah. 
Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa 
permukaan fisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang 
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disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan 
tanahnya itu, melainkan kepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah 
serta perkembangannya. Objek perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam 
berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam artu yuridis adalah 
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah hak atas sebagiaan tertentu 
permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan 
lebar. 
Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi 
wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau 
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat 
(2) UUPA,  kepda pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan 
air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk  kepentingan langsung 
yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional 
adalah : 
1. Hak bangsa Indonesia atas tanah; 
2. Hak menguasai negara atas tanah; 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat; 
4. Hak-hak perseorangan, meliputi; 
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a. Hak-hak atas tanah, meliputi : 
1) Hak milik  
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 
( berfungsi sosial ). Hak milik dapat beralih dan dialihkan ( Pasal 20 ). 
Dalam UUPA, hak milik atas tanah diatur pada Pasal 20 sampai 
dengan Pasal 27 UUPA.14 
2) Hak guna usaha 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalam jangka waktu yang ditentukan guna untuk 
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Hak guna usaha di 
atur pada Pasal 28-34 UUPA Jo. Pasal 2-18 Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun1996.15 
3) Hak guna bangunan 
Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UUPA Pasal 35 adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang 
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
Subjek Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP 
Nomor 40 Tahun 1996 adalah: 16 
a. Warga Negara Indonesia 
                                                 
14 Astri Isnaini, Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar, Skripsi 
Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin 
Makassar, 2017, hal. 13 
15 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 20 
16 Rini  Ardiyanti, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap 
Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) Di Kabupaten Lembata Ntt, jurnal Skripsi 
Fakultas hukum bagian keperdataan Universitas  Hasanudin, 2014, hal 15-16. 
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b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) Aturan lebih 
lanjut mengenai jangka waktu, peralihan sampai pada hapusnya 
hak ini diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 19 sampai 
Pasal 38. 
4) Hak pakai 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 
dan ketentuan-ketentuan UUPA (diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 
43 UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39 sampai Pasal 58).17 
5) Hak sewa 
Hak Sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan 
tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang sebagai sewanya. Hak Sewa diatur dalam UUPA, yaitu dalam 
Pasal 44 dan 45 membedakan Hak Sewa atas tanah menjadi 2 macam, 
yaitu; 
a) Hak sewa untuk bangunan. 
b)  Hak sewa untuk tanah pertanian. 
                                                 
17 Ibid., hal. 16 
19 
 
 
 
6) Hak membuka tanah/Hak Pakai 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain 
dengan jangka waktu yang tidak tertentu (Pasal 41 UUPA). 
7) Hak memungut hasil hutan; 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak yang 
berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Hak 
membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh 
warga negara Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ( 
Pasal 46 UUPA ). 
8) Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA). 
Walaupun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan 
kewenangan untuk mempergunakan tanah yang hak, tetapi sifat-sifat 
khusus haknya, tujuan penggunaan tanah dan batas waktu 
penguasaanya merupakan dasar perbedaan antara hak atas tanah yang 
satu dengan yang lain. Selain itu pemegang hak atas tanah juga 
dibebani beberapa kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemegang hak 
atas tanah adalah:  
a) Tanah mempunyai fungsi sosial Terdapat pada UUPA Pasal 6 yang 
menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 
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artinya, yaitu apapun jenis dari hak atas tanah yang dikuasai, 
seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan atau tidak 
mempergunakan tanah semata-mata hanya untuk kepentingan 
pribadi, apalagi bila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat lain.  
b) Kewajiban memelihara tanah yang dihaki Memelihara tanah, 
termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah serta mencegah 
perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah.  
c) Karena kewajiban untuk mengelola tanah secara aktif Setiap orang 
atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada 
dasarnya diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif.  
d) Kewajiban untuk membayar pajak Para pemilik tanah yang 
mengusahakan tanah diwajibkan membayar Pajak Bumi Bangunan 
(PBB) sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang 
berlaku.  
e) Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah. Untuk memperoleh 
kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang kuat dalam 
bentuk sertifikat hak atas tanah harus melakukan pendaftaran tanah 
dikantor pertanahan setempat. Hak atas tanah yang wajib 
didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa. Diluar UUPA, Hak 
Tanggungan Yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 
1996 wajib juga untuk didaftarkan. Dalam Pendaftaran Hak Pakai 
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Atas Tanah Negara, yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah ini 
adalah hak atas tanah dengan status Hak Pakai. 
b) Wakaf tanah hak milik; 
c) Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan); 
d) Hak milik atas satuan rumah susun. 
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan 
yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga 
hukum dan sebagai hubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, 
yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya 
menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem. 
Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi 
menjadi 2 (dua), yaitu : 
1.  Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum; 
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan 
orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. 
2.  Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit; 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu 
sebagai obyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai 
subjek pemegang haknya. 
Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang  hak 
dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum 
tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal. 
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Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikan 
tanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada 
tanah tersebut. Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang 
mendasrkan pemilikan tanah san segala benda yang melekat padanya 
sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. 
Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar 
belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum 
pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh 
UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar 
pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan 
KUHPerdata.  
Dalam bukunya, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sejak 
berlakunya KUHPerdata kedua asas ini diterapkan secara berdampingan 
sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada 
masa sebelum adanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu 
sebelum UUPA. Sejak berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II 
KUHPerdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya 
telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengan demikian pengaturan tentang 
hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuan hukum (unifikasi 
hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaitu yang 
diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA). 
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3. Sejarah Hukum Agraria  
Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun 
masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga 
untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 
rakyat seluruhnya. 
Sehingga diperlukannya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, 
dengan diterbitkanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-
undang Pokok-pokok Agraria yang bersifat nasional maka menggugurkan 
aturan-aturan yang sebelumnya mengatur tentang tanah 
Sejarah Hukum Agraria dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan 
oleh penjajah senatiasa diorentasikan pada kepentingan dan keuntungan 
mereka penjajah, yang pada awalnya melalui politik dagang. Mereka 
sebagai penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha menciptakan 
kepentingan-kepentingan atas segala sumber-sumber kehidupan di bumi 
Indonesia yang menguntungkan mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka 
dengan mengorbankan banyak kepentingan rakyat Indonesia.18 Hukum 
agraria kolonial memiki sifat dualisme hukum, yaitu dengan berlakunya 
Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum adat, disamping peraturan-
peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. Proklamasi kemerdekaan 
                                                 
18 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak -hak Atas Tanah, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 
2009, hal 24Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak -hak Atas Tanah, PT Fajar Interpratama Offset, 
Jakarta, 2009, Hal 24 
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Republik Indonesia ( RI ) dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh 
soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa 
B. Pengertian  Sengketa Tanah 
Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat 
dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk terus 
meningkat didalam kompleksitasnya maupun kuantitasnya seiring dinamika 
dibidang ekonomi, sosial, dan politik. Bergulirnya reformasi yang dimulai 
pertengahan tahun 1998, akhirnya bergerak di segala bidang termasuk di 
antaranya bidang Pertanahan. Sejak dahulu persoalan pertanahan selalu ada dan 
menarik untuk dibahas penyelesaiannya. Reformasi tampaknya menyadari 
sebagian masyarakat tentang penegakan tatanan Pemerintah yang mendasarkan 
pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 
guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus 
pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons / reaksi / penyelesaian 
kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah). Menurut Rusmadi 
Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa 
hak atas tanah, yaitu : Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari 
pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan 
dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.19 Sengketa atau 
konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta 
                                                 
19 Rusmadi Murad, Lokakarya "Mediasi, Solusi Tepat Penyelesaian Masalah Pertanahan di 
Propinsi Jawa Tengah" Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah di Semarang, diakses tgl 29 
November 2013. 
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berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada 
dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk 
permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi.20 Sudah merupakan 
fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, 
terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai 
memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat 
dilihat dari dua bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli 
hukum dan yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut 
menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa 
macam, yaitu :  
1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan 
sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas 
tanah yang belum ada haknya.  
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai 
dasar pemberian hak (perdata).  
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan 
peraturan yang kurang atau tidak benar.  
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial 
praktis/bersifat strategis.  
Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, Pasal 1 butir 1 : Sengketa 
                                                 
20 Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution 
oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan 
Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012, hal. 2. 
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Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai, keabsahan suatu hak, 
pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk 
peralihannya serta penerbitan bukti haknya, anatara pihak yang berkepentingan 
maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi dilingkungan 
Badan Pertanahan Nasional. Dalam memberi pengertian sengketa pertanahan 
ada dua istilah yang saling berkaitan yaitu sengketa pertanahan dan konflik 
pertanahan. Walaupun kedua istilah ini merupakan kasus pertanahan, namun 
dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 201121 tentang Pengelolaan 
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, jelas membedakan pengertian 
kedua istilah tersebut. Dalam Pasal 1 butir 2 diterangkan bahwa28 : Sengketa 
pertanahan yang disingkat dengan sengketa adalah perselisihan pertanahan 
antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak 
luas secara sosio-politis. Sedangkan Konflik pertanahan yang disingkat konflik 
adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, 
golongan, oeganisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai 
kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Selanjutnya 
dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan 
Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, disebutkan bahwa : Sengketa adalah 
perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang 
perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status 
penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status 
                                                 
21 Lihat Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
penanganan Kasus pertanahan. 
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keputusan Tata Usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Sedangkan Konflik 
adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau 
kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan 
hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status 
penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status pengguanaan atau 
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status 
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung 
aspek politik, ekonomi dan sosial budaya 
1. Tipologi Sengketa  
 Tipologi Sengketa Pertanahan Menurut Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan 
jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau 
diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional22. Hasim Purba23 
dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa 
pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu :  
a. Sengketa Horizontal yaitu : antara masyarakat dengan masyarakat 
lainnya.  
b. Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan  
c. Sengketa  Horizontal – Vertikal yaitu :  antara   masyarakat   dengan  
                                                 
22 Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. 
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan 
23 Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan” 
Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010, hal 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret 
Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, Nomor 37 Tahun 
12, April 2013, hal 23-34. 
28 
 
 
 
pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan 
preman.  
Maria S.W. Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua’di24 dalam 
disertasinya, secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam 
lima kelompok, yaitu : . 
1. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal 
perkebunan, kehutanan dan lain-lain.  
2. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform.  
3. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk 
pembangunan.  
4. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan  
5. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.  
Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik 
pertanahan dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yaitu25:  
1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak 
atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh 
pihak tertentu.  
2. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, 
batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan 
                                                 
24 Sholih Mua’di, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi 
(Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional” Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal. 1. 
25 Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2013. 
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan. Lihat juga yang dikutip 
Sumarto, Op. Cit. Hal 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, Op. Cit. hal 23-34. 
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oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih 
dalam proses penetapan batas.  
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.  
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual 
beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.  
5. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan 
mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah 
lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai 
atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah 
diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.  
6. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta jual 
beli palsu. 
7. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan 
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang 
teiah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu 
perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas 
bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang 
tindih batas kepemilikan tanahnya.  
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8. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, 
kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan 
subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak 
atas tanah tertentu. 
C. Sistem Blokir dan Sita 
1. Sistem Blokir 
Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Blokir dan Sita (“Permen Agraria 13/2017”), Blokir atau  
pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan 
atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo 
(pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap 
perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Status 
Quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang.26 
Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum 
atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik 
pertanahan. Pencatatan blokir diajukan:  
a. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang 
dimohon blokir; dan 
b. Paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek 
tanah yang sama. 
 
                                                 
26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (“Permen Agraria 1 3/2017”) 
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Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:  
a. perorangan; 
b. badan hukum; atau 
c. penegak hukum. 
Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasan 
yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud. 
Selain melalui permohonan, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan atas:  
a. perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
b. perintah Kepala Kantor Wilayah; atau 
c. pertimbangan dalam keadaan mendesak. 
Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat 
dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Catatan blokir oleh 
perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender 
terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Jangka waktu dapat diperpanjang 
dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Catatan 
blokir oleh penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus 
pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan 
dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan. Kepala Kantor 
Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas 
tanah yang dicatat blokir.  
Jadi pemblokiran tanah/pencatatan blokir itu adalah tindakan 
administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 
32 
 
 
 
menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang 
bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas 
tanah tersebut. Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas 
perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau 
konflik pertanahan. Pencatatan blokir diajukan salah satunya dalam rangka 
perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir. 
2. Sita Tanah 
Pencatatan Penyitaan Tanah adalah tindakan administrasi Kepala 
Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita 
dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya., 
pencatatan sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan 
penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan pencatatan sita diajukan 
palingbanyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu ) pemohon pada 1 (satu) objek tanah 
yang sama. Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita tidak dapat 
dialihkan dan/atau dibebani hak tanggungan. Hak atas tanah yang berada 
dalam keadaan disita dapat diroya, diperpanjang dan/atau diperbaharui 
dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para pihak yang 
berperkara dan/atau penyidik. 
Jadi pemblokiran tanah dan penyitaan tanah merupakan dua hal yang 
berbeda. 
Pemblokiran tanah adalah tindakan administrasi Kepala Kantor 
Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo 
(pembekuan) atas hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan 
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hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut, hak atas tanah yang buku 
tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan 
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemblokiran tanah itu dilakukan 
terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau 
karena adanya sengketa atau konflik pertanahan. Sedangkan penyitaan 
adalah sita terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian 
perkara di pengadilan atau penyidikan. 
Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita dapat diroya, 
diperpanjang dan/atau diperbaharui dengan memberitahukan kepada ketua 
pengadilan para pihak yang berperkara dan/atau penyidik. 
D. Perlindungan Pembeli yang beritikad baik 
Perlindungan hukum merupakan sebuah wacana yang dipropagandakan 
dengan maksud untuk menjamin hak seseorang. Lazimnya, sistem pemblokiran 
tanah dan penyitaan tanah diterapkan untuk sebuah tanah yang sedang 
disengketakan. Bahwa konteks sengketa tanah juga dapat dikarenakan adanya 
permasalahan kepemilikan tanah secara ganda yang dibuktikan dengan 
sertifikat. Mengantisipasi persoalan yang terjadi, pemerintah kemudian 
menetapkan kebijakan berupa penyitaan dan pemblokiran tanah dengan 
maksud untuk memberikan jaminan atas kepemilikan tanah melalui Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (untuk selanjutnya disebut 
Permenag 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita). Secara konseptual, blokir 
dan sita tanah merupakan sebuah istilah sah yang digunakan untuk 
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mengindikasikan aktifitas pemblokiran dan penyitaan tanah di wilayah 
Republik Indonesia. Pada tataran prosedural, Pasal 1 angka 1 Permenag 13 
Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir menetapkan bahwa pemblokiran tanah 
hanya diperkenankan untuk dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan ataupun 
pejabat yang memiliki otoritas agar dapat menentukan status quo atas sebidang 
tanah. Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan secara perseorangan, 
badan hukum ataupun penegak hukum. Bahwa dengan mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
pencatatan pemblokiran tanah ditujukan untuk memberikan kepastian hukum 
atas obyek dan subyek yang bersengketa.13 Namun, penting untuk memahami 
bahwa sekalipun pencatatan pemblokiran tanah dipegang oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional akan tetapi sifatnya tidak mutlak, sebab mengacu pada 
Pasal 19 ayat 2 Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir hanya dapat 
dilaksanakan melalui perintah atau instruksi dari beberapa pejabat ataupun 
instansi tertentu. Berbeda halnya dengan blokir yang dicatatkan dalam 
pencatatan blokir, sita memiliki pengaturan yang terpisah. Pasal 1 angka 3 
Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir menetapkan bahwa 
pencatatan penyitaan tanah merupakan tindakan administratif dalam rangka 
mewujudkan akuntabilitas administratif. Penyitaan sendiri ditujukan demi 
kepentingan dari penyidikan ataupun perkara dari aparat penegak hukum yang 
bersangkutan. Penyitaan tersebut akan menjadi sebuah dasar yuridis yang 
menghapuskan semua bentuk prestasi jual-beli yang terjadi di atas lahan 
ataupun tanah yang telah ditentukan. Pasal 26 Permenag 13 Tahun 2017 
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tentang Sita dan Blokir juga telah menetapkan klasifikasi penyitaan sesuai 
dengan peruntukan kondisi yang dihadapi diantaranya meliputi perkara, 
utangpiutang dan kepentingan pidana. Akan tetapi, lemahnya penegakan 
hukum untuk tindakan penyitaan dan pemblokiran tanah juga turut menjadi 
persoalan yang masih belum dapat terselesaikan. Pada umumnya, penyitaan 
dan pemblokiran tanah diikuti dengan ketentuan untuk membekukan sertifikat 
hak milik atas tanah yang merupakan syarat otentik kepemilikan atas tanah jika 
mengacu pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Lebih jauh lagi, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga telah menetapkan 
bahwa hak milik memegang kedudukan paling tinggi sebagai legitimasi 
penguasaan tanah secara individual ataupun secara berkelompok. Lemahnya 
pengecekan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap pembeli tanah 
yang telah melunasi pembayaran sebagai bentuk perpindahan kepemilikan atas 
tanah dengan dibuktikan melalui AJB.  
Dengan demikian, konsep itikad baik akan lebih menunjukan 
performanya apabila disandingkan dengan asas nemo plus juris transfere quam 
ipse habet. 20 Pasal 1491 KUHPerdata juga telah menentukan bahwa penjual 
bertanggungjawab atas prestasi yang dilakukannya serta harus mengantisipasi 
adanya kecacatan dibalik semua itu, dan wajib memastikan tidak adanya 
praktik cacat tersembunyi pada sebuah barang. 
Perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik telah diatur dalam 
Yurisprudensi MA tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980, 
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menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan 
hukum. Pembeli yang beritikad baik yang dimaksud ialah apabila telah 
memenuhi syarat materiil dan syarat formal pada saat melakukan peralihan jual 
beli tanah maka terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut, ia selalu 
mendapat perlindungan hukum karena dianggap telah memenuhi syarat sahnya 
jual beli. 
Bentuk perlindungan hukum dapat dianalisis melalui teori yang 
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum terbagi 
menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam 
perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitif dan pada perlindungan hukum represif 
dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Dalam 
perlindungan preventif, perlindungan diberikan oleh pemerintah dalam hal ini 
adalah BPN dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran 
yakni dengan dikeluarkannya UUPA dan Peraturan Pemerintah tentang 
pendaftaran tanah serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai pendaftaran 
tanah, sehingga dengan dikeluarkannya aturan mengenai pendaftaran tanah 
dapat mewujudkan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Atas Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita  
Untuk mengetahui perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem 
Blokir Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir, 
berikut ini penulis sampaikan :  
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sesuai dengan 
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan 
artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan 
tersebut kepada seseorang, dan bukti ini tidak satu-satunya sebagai bukti, 
hanya alat bukti yang kuat saja.27 
Sebagaimana yang dikemukakan Moch. Isnaini, bahwa sertipikat hak atas 
tanah bukan merupakan satu-satunya alat bukti yang bersifat mutlak, justru 
sebaliknya baru merupakan alat bukti awal yang setiap saat dapat 
                                                 
27 Mhd.Yamin lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung : Mandar Maju, 
2010, hal. 112. 
38 
 
 
 
digugurkan pihak lain yang terbukti memang lebih berwenang.28 
Permohonan pemblokiran dan sita terhadap sertipikat hak atas tanah tersebut 
dapat dilakukan oleh:  
1. Pihak pengadilan karena adanya gugatan, di antaranya karena terjadinya 
sertipikat ganda, hutang piutang, pailit atau karena masalah perjanjian 
kerjasama.  
2. Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan pemblokiran barang 
jaminan dan atau harta kekayaan lain milik debitur/penjamin hutang, 
dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang 
ditandantangani oleh Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan 
lelang (KPKNL) dan ditujukan kepada instansi yang berwenang atau 
Kantor Pertanahan untuk barang jaminan atau kekayaan lain dari debitur 
adalah hak atas tanah.29  
3. Inisiatif pembeli karena belum melakukan balik nama, untuk mencegah 
penyalahgunaan sertipikat hak atas tanah oleh penjual, Inisiatif salah satu 
dari ahli waris untuk melakukan permohonan blokir karena tanah warisan 
sedang bermasalah, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dari ahli 
waris yang lain.  
4. Atas dasar permohonan pemilik hak atas tanah, karena sertipikat hak atas 
tanah hilang, sehingga pemilik memohonkan kepada Kantor Pertanahan 
untuk diblokir sertipikat hak atas tanah yang hilang tersebut.  
                                                 
28 Moch. Isnaini, Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, Nomor 13 
Volume 7 Tanggal 7 April 2000, hal. 56. 
29 Pasal 87 dan Pasal 91 Keputusan Menteri Nomor Nomor 300/KMK/01/2002 tentang 
Pengurusan Piutang Negara 
39 
 
 
 
Catatan dalam buku tanah tersebut hapus dengan sendirinya dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari, kecuali apabila diikuti dengan putusan sita 
jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan 
kepada kepala Kantor Pertanahan. Pencatatan blokir dan sita pada buku 
tanah yang dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan atas sertipikat hak 
atas tanah, masih menjadi permasalahan hukum karena di satu sisi tujuan 
pemblokiran Sertipikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan tetapi di 
sisi lain tujuan pemblokiran hak atas tanah dapat merugikan pemegang hak 
apabila sertipikat tersebut sudah bukan nama orang yang dimaksud atau 
sertipikat hak atas tanah sudah dialihkan kepada pihak lain (pembeli yang 
beritikad baik).30 Pemblokiran dan penyitaan hak atas tanah pada Kantor 
Pertanahan memberikan akibat hukum terhadap hak atas tanah tersebut, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa 
PPAT dilarang membuat akta peralihan hak atas tanah apabila kepadanya 
tidak ditunjukan sertipikat asli dari hak atas tanah tersebut. Kemudian 
adanya kewajiban PPAT untuk melakukan pengecekan (cek bersih) atas 
sertipikat hak atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan sebelum membuat 
akta peralihan hak atas tanah. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dalam 
hal pemblokiran/pencatatan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap 
                                                 
30 Cahrya Haloho,  Perlindungan  hukum  kepada pembeli yang beritikad baik dalam  hal 
dilakukannya pencatatan blokir dan  sita pada sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan 
Kota Medan, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/11843, unduh 2 Januari 2020. 
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pembeli yang beritikad baik selaku pemegang sertipikat hak atas tanah, 
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang 
sertipikat hak atas tanah. 
a. Kepastian Hukum dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap Blokir 
dan Sita Pertanahan. 
Boedi Harsono berpendapat bahwa dengan bertambah majunya 
perekonomian rakyat dan perekonomian nasional kita, bertambah pula 
keperluan akan kepastian mengenai soal-soal yang bersangkutan dengan 
kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Tanah rakyat semakin lama semakin 
banyak tersangkut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya dalam jual 
beli, sewa menyewa, pemberian kredit dan lain-lainnya. Berhubung 
dengan itulah, semakin lama semakin terasa pula perlu adanya jaminan 
kepastian hukum dan kepastian hak di bidang pertanahan.31 
Jaminan kepastian hukum tersebut kemudian diwujudkan dalam 
bentuk sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah adalah dokumen resmi 
salinan buku tanah yang berisi bukti pemilikan/penguasaan hak atas 
tanah, yang menjelaskan dengan detail bentuk, letak, luas, batas-batas 
bidang tanah, dan sebagainya. Kepastian hukum atas objek tanah (letak, 
luas, dan batas) serta kepastian subjek, merupakan syarat pokok untuk 
mendapatkan perlindungan hukum hak atas pemilikan tanah. Hak atas 
sebidang tanah yang sudah terdaftar dan memperoleh sertipikat, 
mendapat perlindungan justisiabel dari tindakan sewenang-wenang. 
                                                 
31 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 
Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008, hal. 163.   
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Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya berdasarkan hukum, 
baik preventif  maupun represif,  agar   sertipikat   sebagai  anda bukti 
hak tanah yang kuat memperoleh perlindungan hukum.32  
Bentuk perlindungan hukum pemerintah di bidang pertanahan ialah 
adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Terkait 
dengan pelelangan tanah untuk pelunasan utang pajak berdasarkan hak 
mendahulu negara, maka wajib ditindaklanjuti dengan melaksanakan 
pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin 
kepastian hukum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 
pemerintah.33  
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan pendaftaran 
tanah (maintenance).34 Penting kiranya bagi masyarakat untuk terus aktif 
memelihara data pendaftaran tanahnya. Hal ini karena sangat besar 
kemungkinan terjadinya kasus pertanahan, berupa konflik dan sengketa 
yang timbul mengenai Kedudukan PPAT termasuk akta-akta yang 
dilahirkannya, bentuk dan blangko aktanya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana sejak 
semula telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 
dikenal dengan istilah “pejabat” dengan lingkup kewenangan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 “Setiap perjanjian yang 
                                                 
32 Mohammad Machfudh Zarqoni, Hak Atas Tanah. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2015, hal. 47.   
33 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 114.   
34 FX Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010, hal. 20   
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bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru 
atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas 
tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 
dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria 
(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut sebagai Pejabat). 
Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”. 
b. Prosedur Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah  
Tahapan-tahapan dalam hal pemblokiran:35  
1. Surat permohonan yang diisi dengan disertai alasan pemblokiran, 
diajukan secara tertulis untuk blokir sertipikat hak atas tanah dengan 
melampirkan Surat-surat yang mendukung untuk pemblokiran yaitu:  
a. Surat Kuasa apabila dikuasakan  
b. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket. 
c. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum  
d. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau 
permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum 
yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli 
dan/atau bukti kepemilikan lainnya)  
2. Permohonan  diajukan  di loket  I  yaitu  bagian  informasi  pelayanan,  
                                                 
35 Hasil wawancara dengan  bagian Peralihan dan Pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Brebes, tanggal 16 Desember 2019. 
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maka Pegawai Kantor Pertanahan akan memperhatikan kelengkapan 
berkas dari pemohon dan sekaligus menyesuaikan antara berkas yang 
di Fotocopy dengan aslinya.  
3. Dalam waktu 1 hari maka pemblokiran akan dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan apabila menurut pihak Kantor Pertanahan, permohonan 
dan berkas-berkas yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditetapkan sesuai dengan peraturan kepala Badan Pertanahan 
Nasional  
4. Pemblokiran akan berlaku 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan 
atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut 
permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir atau apabila diikuti 
dengan putusan sita jaminan.  
5. Status hak atas tanah yang telah di blokir menjadi tidak dapat 
dialihkan dan  tidak dapat dibebankan hak tanggungan.  
6. Jangka waktu blokir pada buku tanah tidak dapat diperpanjang.  
Tahapan-tahapan dalam hal penyitaan:36  
1. Surat permohonan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Kantor 
Pelayanan Pajak, Kantor Lelang kepada kepala Kantor Pertanahan, 
diajukan secara tertulis untuk sita sertipikat hak atas tanah dengan 
melampirkan Surat-surat yang mendukung untuk penyitaan yaitu:  
a. Surat Kuasa apabila dikuasakan  
b. Fotocopy   identitas   pemohon   (KTP,  KK)  dan   kuasa   apabila  
                                                 
36 ibid 
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dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket; 
c. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum  
d. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan  
e. Biaya Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif 
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
2. Kantor pertanahan berkewajiban untuk meletakan sita apabila telah 
ada perintah status quo atas hak atas tanah atau hak milik satuan 
rumah susun.  
3. Apabila telah diletakkan sita pada buku tanah maka status hak atas 
tanah menjadi tidak dapat dialihkan atau dibebankan hak tanggungan 
sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan Majelis 
Hakim menetapkan putusan angkat sita.  
4. Setelah dikeluarkan Putusan angkat sita maka Panitera sebagai 
Jurusita wajib memberitahukan kepada kepala Kantor Pertanahan 
melalui permohonan dengan melampirkan putusan tersebut.  
5. Kantor Pertanahan setelah menerima permohonan angkat sita tersebut 
maka catatan sita dalam buku tanah tersebut harus dihapuskan maka 
status hak atas tanah, sudah dapat dialihkan dan dapat dibebani Hak 
Tanggungan.  
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6. Pengangkatan sita di buku tanah hanya dapat dibatalkan atau diangkat 
sita setelah perkaranya dihentikan atau perkaranya sudah diputuskan 
hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan 
dengan surat perintah angkat sita sesuai dengan salinan resmi berita 
acara eksekusi Panitera Pengadilan bersangkutan.  
Selain memperhatikan Tahapan dalam proses sita dan Blokir 
tersebut, harus memperhatiakn Faktor-faktor yang menyebabkan 
pencatatan sita pada sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan.  
1. Hak atas tanah dalam sengketa di pengadilan, Surat permohonan dari 
Pengadilan kepada kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan 
surat penetapan sita jaminan. Maka kantor pertanahan wajib membuat 
catatan sita pada buku tanah. Selama sita belum diangkat atau 
dihapuskan maka Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak 
melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak atas tanah 
terdaftar di Kantor Pertanahan apabila hak atas tanah bersangkutan 
menjadi obyek sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 
ayat (1) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
yang menyatakan kepala Kantor Pertanahan menolak untuk 
melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika sertipikat 
hak atas tanah sedang dalam obyek sengketa.  
2. Hak atas tanah disita jurusita panitia urusan piutang negara (PUPN) 
dalam kaitan pelunasan piutang negara, penyitaan pada sertipikat hak 
atas tanah dilakukan atas dasar tanah tersebut menjadi sengketa yang 
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dilanjutkan dengan sita jaminan yang dimohonkan oleh Hakim 
Pengadilan kepada Kantor Pertanahan untuk diblokir hak atas tanah 
tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, hak atas tanah 
debitur/penjamin hutang dalam kaitan pelunasan piutang negara dapat 
disita oleh jurusita Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada 
Kantor Lelang Negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL).  
Faktor-faktor yang menyebabkan pencatatan blokir pada sertipikat 
hak atas tanah di kantor pertanahan  adalah:  
1. Inisiatif pembeli karena belum balik nama, pemblokiran sertipikat hak 
atas tanah pada Kantor Pertanahan juga terjadi karena dimohonkan 
atas inisiatif pembeli sendiri yang telah melaksanakan jual beli atas 
tanah dengan Akta Perikatan Jual Beli di hadapan Notaris karena 
persyararan untuk melakukan pendaftaran balik nama sedang dalam 
pengurusan atau belum lengkap maka untuk menghindari 
penyalahgunaan pihak lain terhadap sertipikat tanah tersebut, biasanya 
disarankan Notaris untuk memohon pencatatan blokir kepada Kantor 
Pertanahan. 
2. Sertipikat hak atas tanah hilang, apabila sertipikat hak atas tanah 
hilang maka untuk menghindari penyalahgunaan pada sertipikat 
tersebut maka pemegang hak dapat melakukan permohonan blokir. 
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Selama menunggu penerbitan sertipikat pengganti karena hilang akan 
lebih aman jika sertipikat hak atas tanah tersebut di blokir oleh Kantor 
Pertanahan.  
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kasus Blokir dan Sita Sertipikat 
Hak Atas Tanah adalah:  
1. Faktor Ketentuan Hukum Peraturan Perundang-undangan  
Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tidak adanya diatur didalam 
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum kepada 
pembeli yang beritikad baik dalam hal dilakukannya pencatatan blokir 
dan sita pada sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, 
sehingga sampai sekarang pembeli yang beritikad baik selalu menjadi 
korban apabila dilakukan pencatatan blokir dan sita.  
2. Faktor Penegakan Hukum  
Para penegak hukum di dalam masyarakat masih banyak yang tidak 
mempunyai integritas moral yang tinggi yaitu tidak jujur, tidak 
konsisten dalam menegakkan hukum, mentalitas penegak hukum yang 
rusak, sehingga tidak dapat menahan diri dari godaan-godaan 
kebendaan. Akhirnya keputusan-keputusan hukum tidak lagi 
mencerminkan suatu keadilan yang responsif yaitu suatu keadilan 
yang benar-benar didasari pertimbangan-pertimbangan yang adil 
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sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan akan tanah 
atau pemegang sertipikat hak atas tanah. 
Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam 
hal dilakukan penyitaan atau blokir terhadap sertipikat hak atas tanah. 
Pembeli yang beritikad baik di dalam melakukan Jual Beli terhadap 
apapun, apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formal pada 
saat melakukan peralihan Jual Beli tanah maka terhadap Perbuatan 
Hukum Jual Beli tersebut, ia selalu mendapat Perlindungan Hukum 
karena dianggap telah memenuhi syarat Jual Beli, disebabkan karena 
telah melalui prosedur Jual Beli yang sah. Dari uraian diatas, kasus 
pemblokiran yang dilanjutkan dengan sita jaminan tersebut, dapat 
dikemukakan beberapa hal antara lain:  
1) Bahwa pencatatan sita yang diterima oleh Kantor Pertanahan  atas 
perintah status quo dari hakim yang dimohonkan. Pada saat dilakukan 
pencatatan sita karena putusan atau penetapan sita jaminan oleh 
pengadilan, maka Kantor Pertanahan tunduk kepada putusan 
pengadilan. Dalam hal ini Kantor Pertanahan bersifat Pasif karena 
hanya menunggu perintah status quo dari majelis hakim.  
2) Bahwa atas tindakan pembuatan catatan sita pada buku tanah, pemilik 
tanah/pembeli yang beritikad baik merasa dirugikan karena perbuatan 
peralihan hak dan pembebanan Hak Tanggungan sudah pasti tidak 
bisa dilakukan pemilik. Sesuai dengan isi ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum perdata: Pasal 1338 : Semua perjanjian yang dibuat 
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secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
baik. Pasal 1340 : suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak 
yang membuatnya dan suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi 
kepada pihak ketiga.  
3) Dalam hal dilakukannya pencatatan blokir dan sita pada sertipikat hak 
atas tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga sampai sekarang pembeli 
yang beritikad baik selalu menjadi korban, seperti kasus diatas bahwa 
tindakan pencatatan atau pemblokiran yang dilakukan pemohon tidak 
tepat karena pada saat pencatatan atau pemblokiran, sertipikat tersebut 
sudah bukan atas nama pihak yang dimaksud. Pihak yang meminta 
dicatat atau pemblokir dapat menyelesaikan permasalahannya dengan 
pihak pertama baik secara musyawarah maupun secara hukum 
(gugatan) tanpa merugikan pihak lain.  
4) Bahwa Pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah sebagai amanat 
dari pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tujuan memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 
tanah. Sesuai dengan pasal 3 PP 24 Tahun 1997, jaminan kepastian 
hukum tersebut meliputi jaminan mengenai subyek, obyek dan 
hubungan antara subyek dan objek.  
5) Bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perlindungan hukum  
kepada pembeli yang beritikad baik yaitu: Yurisprudensi MA tanggal 
26 Desember 1958, Nomor 251K/Sip/1958, menegaskan bahwa : 
50 
 
 
 
Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan 
jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah. Berdasarkan 
Yurisprudensi tersebut maka pembeli beritikad baik harus diberikan 
perlindungan hukum. Seharusnya Hakim tidak melakukan peletakan 
sita terhadap tanah milik pembeli yang beritikad baik.  
6) Hak atas tanah yang diletakan catatan blokir dan sita tidak dapat 
dilakukan peralihan kepada pihak lain dan tidak dapat dilakukan 
pembebanan hak atas tanah.  
7) Bahwa mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan pencatatan 
dalam buku tanah atau pemblokiran sertipikat telah diatur dalam Pasal 
126 ayat (1) dan (2) PMA/KBPN 3/1997 tentang ketentuan 
pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 jo peraturan Kepala BPN Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan 
Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota jo peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 
Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tetapi peraturan tersebut 
mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan pencatatan dalam 
buku tanah atau pemblokiran sertipikat belum diatur secara lengkap 
dan tidak adanya peraturan mengenai perlindungan hukum kepada 
pembeli yang beritikad baik dalam hal dilakukannya blokir dan sita 
pada buku tanah. Sehingga sering terjadi pencatatan sita dilakukan 
pemohon tidak tepat karena pada saat pencatatan atau pemblokiran, 
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sertipikat tersebut sudah bukan atas nama yang dimaksud. Seharusnya 
Pihak yang meminta dicatat atau pemblokir dapat menyelesaikan 
permasalahannya dengan pihak pertama baik secara musyawarah 
maupun secara hukum (gugatan) tanpa merugikan pihak lain.  
8) Bahwa untuk mencapai pelayanan umum yang baik perlu didukung 
dengan berbagai faktor salah satunya sumber daya manusia (pegawai) 
yang berkualias dan profesional. Penempatan pegawai yang kurang 
mengerti bidang tugasnya merupakan kekeliruan pejabat administrasi 
negara khususnya Kepala Kantor Pertanahan dalam mengkoordinir 
bawahannya. Kekeliruan dalam penerimaan pendaftaran pencatatan 
atau pemblokiran tidak dapat ditimpakan sepenuhnya terhadap 
pegawai yang bersangkutan, tetapi atasan ikut bertanggung jawab atas 
kekeliruan tersebut.  
Perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik, apabila telah 
memenuhi syarat materiil dan syarat formal pada saat melakukan 
peralihan jual beli tanah maka terhadap perbuatan hukum jual beli 
tersebut, ia selalu mendapat perlindungan hukum karena dianggap telah 
memenuhi syarat sahnya jual beli.  
2. Penyelesaian Sistem Blokir atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Blokir dan Sita. 
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Perlindungan hukum merupakan sebuah wacana yang 
dipropagandakan dengan maksud untuk menjamin hak seseorang.37 
Lazimnya, sistem pemblokiran tanah dan penyitaan tanah diterapkan untuk 
sebuah tanah yang sedang disengketakan.38 Iwan menjelaskan bahwa 
konteks sengketa tanah juga dapat dikarenakan adanya permasalahan 
kepemilikan tanah secara ganda yang dibuktikan dengan sertifikat.39 
Mengantisipasi persoalan yang terjadi, pemerintah kemudian menetapkan 
kebijakan berupa penyitaan dan pemblokiran tanah dengan maksud untuk 
memberikan jaminan atas kepemilikan tanah melalui Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (untuk selanjutnya disebut 
Permenag 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita). Secara konseptual, 
blokir dan sita tanah merupakan sebuah istilah sah yang digunakan untuk 
mengindikasikan aktifitas pemblokiran dan penyitaan tanah di wilayah 
Republik Indonesia.  
Pada tataran prosedural, Pasal 1 angka 1 Permenag 13 Tahun 2017 
tentang Sita dan Blokir menetapkan bahwa pemblokiran tanah hanya 
diperkenankan untuk dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan ataupun 
pejabat yang memiliki otoritas agar dapat menentukan status quo atas 
sebidang tanah. Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan secara 
perseorangan, badan hukum ataupun penegak hukum. Iwan Parmadi 
                                                 
37 Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan 
Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, Jurnal Yustitia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, Volume 5, Nomor 2, 2016,  hal. 447.   
38 Ibid, hal. 458.   
39 Ibid.   
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menjelaskan bahwa dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pencatatan pemblokiran tanah 
ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas obyek dan subyek yang 
bersengketa.13 Namun, penting untuk memahami bahwa sekalipun 
pencatatan pemblokiran tanah dipegang oleh Kepala Badan Pertanahan 
Nasional akan tetapi sifatnya tidak mutlak, sebab mengacu pada Pasal 19 
ayat 2 Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir hanya dapat 
dilaksanakan melalui perintah atau instruksi dari beberapa pejabat ataupun 
instansi tertentu.  
Berbeda halnya dengan blokir yang dicatatkan dalam pencatatan 
blokir, sita memiliki pengaturan yang terpisah. Pasal 1 angka 3 Permenag 13 
Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir menetapkan bahwa pencatatan 
penyitaan tanah merupakan tindakan administratif dalam rangka 
mewujudkan akuntabilitas administratif.14 Penyitaan sendiri ditujukan demi 
kepentingan dari penyidikan ataupun perkara dari aparat penegak hukum 
yang bersangkutan. Penyitaan tersebut akan menjadi sebuah dasar yuridis 
yang menghapuskan semua bentuk prestasi jual-beli yang terjadi di atas 
lahan ataupun tanah yang telah ditentukan.15 Pasal 26 Permenag 13 Tahun 
2017 tentang Sita dan Blokir juga telah menetapkan klasifikasi penyitaan 
sesuai dengan peruntukan kondisi yang dihadapi diantaranya meliputi 
perkara, utang-piutang dan kepentingan pidana.  
Akan tetapi, lemahnya penegakan hukum untuk tindakan penyitaan 
dan pemblokiran tanah juga turut menjadi persoalan yang masih belum 
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dapat terselesaikan.40 Pada umumnya, penyitaan dan pemblokiran tanah 
diikuti dengan ketentuan untuk membekukan sertifikat hak milik atas tanah 
yang merupakan syarat otentik kepemilikan atas tanah jika mengacu pada 
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah.17 Lebih jauh lagi, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga telah menetapkan bahwa 
hak milik memegang kedudukan paling tinggi sebagai legitimasi 
penguasaan tanah secara individual ataupun secara berkelompok.41 
Lemahnya pengecekan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap 
pembeli tanah yang telah melunasi pembayaran sebagai bentuk perpindahan 
kepemilikan atas tanah dengan dibuktikan melalui AJB. 
Dengan demikian, konsep itikad baik akan lebih menunjukan 
performanya apabila disandingkan dengan asas nemo plus juris transfere 
quam ipse habet.42 Pasal 1491 KUHPerdata juga telah menentukan bahwa 
penjual bertanggungjawab atas prestasi yang dilakukannya serta harus 
mengantisipasi adanya kecacatan dibalik semua itu, dan wajib memastikan 
tidak adanya praktik cacat tersembunyi pada sebuah barang. 
  
                                                 
40 Rusmanto, “Pelaksanaan Pengecekan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Jual Beli Hak atas 
Tanah”, Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2015, 
hal. 6.   
41 Ismaniar Ismail, “Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Di Kota 
Makassar”, Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013, hal. 27.   
42 Sawin Dwi Hapsari, “Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad 
Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya”, Jurnal Akta 
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Utara, 2014. 
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b. Pembahasan 
Pemblokiran dan penyitaan terhadap tanah memiliki dampak secara 
langsung kepada hak milik atas tanah yang dimiliki secara perseorangan 
ataupun berkelompok. Jika mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik 
menempati posisi teratas yang sekaligus menampilkan bahwa hak milik 
merupakan hak tertinggi atas tanah yang dapat dimiliki oleh seorang individu 
ataupun badan hukum.43 Sehingga, dapat pula disimpulkan bahwa pemblokiran 
dan penyitaan tanah merupakan sebuah tindakan legal yang bertujuan untuk 
melemahkan kedudukan hak milik, implikasinya adalah seseorang tidak dapat 
melakukan prestasi atas hak milik tersebut. Lebih lanjut, beberapa penelitian 
telah mengungkapkan bahwa hak milik yang dapat diblokir ataupun disita 
bukan semata-mata diperuntukan untuk hak milik pribadi atau perseorangan 
namun pada hak milik berkelompok sesuai dengan kebutuhan hukum. Iwan 
Parmadi juga menjelaskan bahwa bentuk hak yang dapat dijadikan sebagai 
obyek dari blokir dan sita tanah diantaranya meliputi hak manusia yang bersifat 
individual yang diindikasikan pada pengelolaan hak ulayat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; hak tanah yang bersifat pribadi 
yang diindikasikan pada penggunaan tanah sesuai dengan kebutuhannya 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; serta hak atas 
                                                 
43 Iwan Parmadi, Op.cit, hal. 451 
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tanah yang mengandung unsur kebersamaan yang diidentifikasi sebagai hak 
bangsa dalam pengelolaan tanah nasional dengan menjadikan negara sebagai 
pengurus hak bangsa.44 
Keberadaan blokir dan sita tanah yang melekat pada tanah yang 
bermasalah mengakibatkan ditangguhkannya hak atas tanah untuk sementara 
waktu. Blokir dan sita memiliki dampak yang berbeda namun secara serentak 
akan membekukan hak milik atas tanah. Keberadaan blokir dan sita tanah juga 
mempengaruhi kecakapan dari seorang subyek hukum untuk melakukan 
sebuah prestasi jual-beli atas tanah yang diawali dengan sebuah  perjanjian 
sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.45 
Dengan menempatkan mayarakat sebagai target dari pemberlakuan kebijakan, 
aturan tersebut secara potensial diharapkan mampu menjadi solusi atas 
permasalahan yang sementara dihadapi. Meskipun demikian, pemberlakuan 
Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir 
(Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir) memiliki penjabaran yang 
lebih kompleks dari Peraturan Menteri ATR Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelesaian Kasus Pertanahan yang selanjutnya disingkat (Permenag 11 
Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan). Sengketa tanah yang 
dimaksudkan pada peraturan tersebut dimungkinkan peran serta secara terbatas 
dari inisiatif pejabat agraria dan pengaduan masyarakat, sedangkan Permenag 
13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir memiliki pengaturan yang lebih jelas 
                                                 
44 Iwan Parmadi, Loc.cit, hal.451. 
45 Yulia Kumalasari,Loc.cit, hal. 11 
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dengan mengklasifikasikan partisipasi permohonan berdasarkan jenisnya yakni 
blokir maupun sita.  
Pada kerangka teoritis kasus pertanahan secara kontekstual dibagi atas 
tiga yakni  
(1) Sengketa tanah yang dinilai tidak memberikan dampak luas;  
(2) Konflik tanah yang merupakan konflik yang melibatkan banyak pihak 
disamping memberikan dampak luas; sedangkan  
(3) Perkara tanah yang cangkupan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 
Kaitannya dengan konteks ini, penyelesaian sengketa tanah yang 
memberikan dampak tidak secara luas dimungkinkan untuk diselesaikan 
oleh para pihak secara kekeluargaan dengan memanfaatkan penyelesaian 
sengketa diluar pengadilan atau lazimnya disebut Alternative Dispute 
Resolution (ADR) yang telah diatur secara formil 11  dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa.  
Meninjau dalam Pasal 2 ayat (2) Permenag 13 Tahun 2017 tentang 
Sita dan Blokir, maksud dan tujuan penjabaran yang lebih kompleks adalah 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan standarisasi serta tertib 
administrasi sebagaimana yang dibenarkan dalam ketentuan Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
yang memuat kettentuan unsur kepastian hukum dan pelayanan yang baik. 
Permenag 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 
berdasarkan asas preferensi yakni lex spesialis dapat dikesampingkan 
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dengan maksud melaksanakan pembaharuan administrasi progresif di 
Indonesia. Menarik untuk dicermati bahwa Pasal 4 ayat (1) Permenag 13 
Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir, turut menentukan subyek yang 
memiliki kualifikasi untuk dapat mengajukan permohonan blokir sedangkan 
sita dalam Pasal 27 permen a quo dengan subyeknya yakni juru sita 
pengadilan dan pihak yang berkepentingan. Permenag 11 Tahun 2016 
tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, pada Pasal 4 menjelaskan konteks 
subyek yang mampu memohonkan sebuah penyelesaian masalah pertanahan 
namun turut ditegaskan kembali pada Pasal 50 Permenag 11 Tahun 2016 
tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dengan indikasi pihak yang 
berkepentingan. Sekalipun memiliki pengaturan yang lebih kompleks, 
Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir, pada Pasal 9 
membenarkan adanya pengkajian dan pencatatan sehingga sekalipun 
memiliki kompleksifitas atau kesulitan yang kompleks pada subyeknya, 
setiap permohonan yang diajukan tidak dapat semata-mata diterima. Oleh 
karena tidak terpenuhinya kompetensi berupa kepemilikan atas tanah maka 
seseorang tidak dapat melakukan transfer hak milik melalui aktifitas jual-
beli ataupun melakukan aktifitas lain diatas tanah yang disengketakan. 
Dalam kondisi seperti ini, berlaku asas nemo plus juris yang menghendaki 
bahwa setiap orang tidak dapat untuk melakukan transfer atas barang yang 
tidak penuh dalam penguasaannya.46 Alhasil, jika barang tersebut tetap 
                                                 
46 Denny Widi Anggoro, et.al, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah 
Karena Pewarisan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah”, Malang: Jurnal Panorama, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016,    
hal. 84. 
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untuk diperjual belikan maka dampak yang akan timbul yakni perjanjian 
jual-beli atas tanah ataupun aktifitas lain yang sudah terlanjut dilaksanakan 
diatas tanah yang bersengketa tersebut akan dikatakan batal demi hukum. 
Penerapan dari asas nemo plus juris dalam segi keperdataan cenderung 
dibarengi dengan tindakan yang berdasar pada itikad baik. Dampak dari 
pembatalan tersebut mengakibatkan terputusnya prestasi antara penjual dan 
pembeli sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.  
Dengan adanya Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir, 
maka setiap pihak yang berperkara ataupun yang hendak menyelesaikan 
sengketa tanah mampu untuk secara dominan mengambil peran dalam 
proses penyelesaian persoalan yang dihadapinya tanpa adanya intervensi 
sebagaimana pada prosedur litigasi pada umumnya. Aturan tersebut akan 
lebih menjamin penyelenggaraan tertib administrasi sesuai prosedur yang 
ditetapkannya, disamping memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan 
persoalannya sendiri tanpa takut dan khawatir akan proteksi hukum yang 
dilekatkan padanya. Eksistensi dari pengaturan yang kompleks tersebut juga 
membuktikan bahwa prosedur sita yang dibenarkan dalam konteks 
penegakan hukum tidak semata-mata diperuntukan untuk sengketa pidana 
akan tetapi juga turut dibuat untuk sengketa perdata dengan kata lain 
mampu mengkondisikan penerapan aturan itu sendiri. 
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BAB IV 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Atas Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita Perlindungan 
hukum kepada pembeli beritikad baik telah diatur dalam Yurisprudensi MA 
tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980, menegaskan bahwa 
pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Pembeli 
yang beritikad baik yang dimaksud ialah apabila telah memenuhi syarat 
materiil dan syarat formal pada saat melakukan peralihan jual beli tanah 
maka terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut, ia selalu mendapat 
perlindungan hukum karena dianggap telah memenuhi syarat sahnya jual 
beli. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Blokir dan Sita atau Permenag 13 Tahun 2017 tentang sita dan Blokir 
terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif melalui 
pertimbangan yang berdasar pada itikad baik terhadap pengajuan perkara 
inspraak, serta perlindungan hukum represif melalui denda, penjara atau 
dapat dibebankan dengan tindak pidana tambahan lainnya. 
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2. Penyelesaian Sistem Blokir atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Blokir dan Sita  
Dengan adanya  Peraturan Menteri ATR Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Sita dan Blokir atau Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan 
Blokir merupakan wujud kepastian hukum terhadap para pihak yang hendak 
menyelesaikan masalah diluar pengadilan atas prosedur, tata cara, serta 
syarat dan beberapa pengaturan lain yang secara formil memberikan 
pencerahan dan perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik dalam 
menyelesaikan sengketa pertanahan. Pengesampingan terhadap Peraturan 
Menteri ATR Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan atau Permenag 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus 
Pertanahan telah mencerminkan adanya pembaharuan hukum yang 
menjamin hak dari pembeli beritikad baik dalam penyelenggaraan Negara. 
Penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur mediasi dan negosiasi 
sehingga tidak menyebabkan melebarnya sengketa tersebut.  
B. Saran-saran  
1. Sudah selayaknya pemerintah menetapkan peraturan tersendiri untuk 
melindungi pembeli yang beritikad baik dalam hal dilakukannya pencatatan 
blokir dan sita pada sertipikat hak atas tanah karena sampai saat ini 
ketentuan hukum peraturan perundang-undangan hanya mengenai 
persyaratan dan prosedur pelaksanaan pencatatan blokir dan sita. 
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2. Perlu adanya optimalisasi Permenag 13 Tahun 2017 tentang Sita dan Blokir 
sehingga kerja Aturan tersebut akan lebih menjamin penyelenggaraan tertib 
administrasi sesuai prosedur yang ditetapkannya, disamping memungkinkan 
para pihak untuk menyelesaikan persoalannya sendiri tanpa takut dan khawatir 
akan proteksi hukum yang dilekatkan padanya. 
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